KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 34 /PP.04.2-Kpt/ 1504 /Kpu-Kab/V /2021
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BUNGKU KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI PADA PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban
Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia
Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Batang
Hari tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara di Desa Bungku Kecamatan Bajubang
Kabupaten Batang Hari untuk Penyelenggaraan
Pemungutan Suara Ulang Pasca

Putusan...

jidih.kpu.go.id/jambi/Batanghari



¥
\

a

v.‘_’m 4 : ‘

MUAU BAMT I3 12IMGH
I9AH SHATAR VETATUAAN

IR0 1 RVIATAS ATTAHJEEAN MITVYT AT W & MOX AABLUTUSHA

RS\ O e g AN£OR T e D B0 D R LIMOW

VUL s
AAMUNG ASIAUZ MATU ., UNMS DTATN AT v Tt 8 d 27 DUTHY MATATHVHG
VAT IO 29 AUTES B AR DARTRR AN TIEAS DV B ULAS V0 T WA UIDYuY

A AR EITIT RO o8N VRZUTT T ASENM T DA AUAUR

VACH AU T8 30 UARLIIN. Tl VANSTADDALTY 237

QUG8 VLIHAY BIMAT ATIVIZU "L AT ASW

HAH OAATAR VATHTURAAL MUM'J AP HIGUOR Y TEIR ¥ p0 1w

(2 I SO 'sen't oBodnoted  nmedmeabmedg swded R ne L dmiriald

INE udsT O womel e aediiirmed zimod osissdsyet

{

wiertod et esrlilncs? wirmed stel! B187T gnsired

rt

o

fi

il

it

goliirege rmbirsbnt  zonesiNerivor o ol oail e
e e ptel nsditreadorsd arod )\ reelge e 2 ‘ o
A0 LB et et asY _nigisnele R gerlifened
b enstic asingmer e d prspgosiamnyed dogroensi

vl ish  agrosde s perdilirsT goaisggnsloviag

BIoAils ¥V pete' nsb meaud [BeVW neb tusguid swmiedods

fi

T

5

{1

-
S

o =

!'.'

n2 pendad delat rosmisgsdsz siodiln'y s neb AN

R waead gsTrreTaS  meareab wrhioret | dedidl

~

ruast rredstnreom oo S LOL duasT €1 rncol taueal)

sdiftgicd  csguretlt andgatenasm BTnUe nelURm LY

L]

gl nezg1ged

gegnab sreu® oeiucni99 tegareT
s LS aiEgry ey

AR 0 FIBMAECTITT9G rredTee abed pudsd o

nsonessre Llhesg  2sanib e tuud  moslsb  busdsmth

tsdstl aisgodBd mumeu asdiioied ecnod nseuiugoA

sl osditieiAd  2eguad nsgeiarmS  gastnat sl

naeduet ratameosd wizmE szod th 818118 ngtugriaed

metegygolarne™  Adarar sl anged aotequdsA

Desd znelld  greus  netugnoesd

peedigY

oot ed g Gy oqaipl



Mengingat

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun
2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi...



Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemillhan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981});
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 Perihal Perselisihan
Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Nomor 11/PL.02.6-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang
Penetepan Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat
Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Nomor 13/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV /2021 tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi...



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

Provinsi Jambi Nomor 10/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV /2021 tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021
tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020.

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari
Nomor 154/PL.02.1-SD/01/1504 /KPU-Kab/V /2021
tanggal 10 Mei 2021 Perihal Pembentukan Petugas
Ketertiban TPS;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BATANG HARI TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BUNGKU KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG
HARI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020.

: Menetapkan dan mengangkat
No. NAMA L/P ALAMAT
1. PAMBUDI L Desa Bungku
2. Dwi Yulianto Saputro L Desa Bungku

sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang
Hari...

Hari pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

: Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di Tempat Pemungutan
Suara (TPS) 4 (empat) dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas

Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk
Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

: Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan

Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei
2021 sampai dengan 20 Juni 2021.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 20 Mei 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A BUNGKU,




